
 

 
 

 
 

BUPATI BANDUNG 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI BANDUNG  

 

NOMOR  28 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 
INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  

DI LINGKUNGAN  PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan 

Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah, untuk melakukan 

evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya 
setiap tahun, pimpinan instansi pemerintah 

menetapkan petunjuk pelaksanaan evaluasi atas 
implementasi SAKIP di lingkungan instansi masing-

masing mengacu kepada Peraturan Menteri ini;  
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bandung. 

 
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 
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  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2543); 

 
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

 
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
 

  8. Peraturan Presiden Rrepublik Indonesia Nomor 29 
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 
 

  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas pelaporan Kinerja 
Instansi Pemerintah; 
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  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas 
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 
 

  11. 
 

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara 
Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman 
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 
 

  12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara 
Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan 

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah; 
 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 
Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan 

Keterbukaan Informasi Publik Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten 

Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2013 Nomor 12); 
 

  14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung 
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 

Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 
22 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung 
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 

Nomor 22). 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 
INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT 

DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
BANDUNG. 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Bandung. 

3. Bupati adalah Bupati Bandung. 
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4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten 

Bandung. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bandung. 

6. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis 

mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan 

pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-

solusi atas permasalahan yang ditemukan. 

7. Evaluator adalah pejabat Inspektorat Wilayah 

Kabupaten Bandung yang diberi perintah untuk 

melaksanakan proses penilaian.  

8. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian 

sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan 

prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan 

dan pengukuran, pengumpulan data, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan 

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka 

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja 

instansi pemerintah. 

9. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan 

kewajiban suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam 

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 

melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. 

10. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah dokumen 

yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas 

Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

disusun dan disampaikan secara sistematik dan 

melembaga. 

11. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah adalah kegiatan analisis kritis, penilaian 

yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan 

permasalahan, serta pemberian solusi untuk tujuan 

peningkatan kinerja dan akuntabilitas Satuan Kerja 

Perangkat Daerah oleh Inspektorat. 
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12. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat 

LHE adalah laporan Inspektorat yang menyajikan 

informasi pelaksanaan sistem AKIP dan evaluasi 

atas kinerja unit kerja yang dievaluasi sehingga 

diperoleh data sebagai bahan perbaikan. 

13. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan 

secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja 

yang disusun berdasarkan rencana kerja yang 

ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). 

 

Pasal 2 
 

(1) Peraturan Bupati ini memuat tata cara dan tahapan 

yang harus dilaksanakan dan dipedomani dalam 

pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja 

SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bandung. 
 

(2) Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja SKPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang 

prosesnya dimulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaporan, 

dilakukan oleh Inspektorat. 

 

 
Pasal 3 

 
Sistematika mengenai pelaksanaan evaluasi laporan 

akuntabilitas kinerja SKPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut : 

a. Pendahuluan; 

b. Perencanaan Evaluasi AKIP; 

c. Pelaksanaan Evaluasi AKIP; 

d. Pelaporan Hasil Evaluasi; 

e. Penutup. 
 
 

Pasal 4 
 

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
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Pasal 5 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Bandung. 

 

 
 

 Ditetapkan di Soreang 

 pada tanggal 27 Mei 2016 
 

 BUPATI BANDUNG, 
 

ttd 
 
 

 
DADANG M. NASER 

 
 

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 27 Mei 2016 
 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG, 

 

  
  

ttd  
  
  

SOFIAN NATAPRAWIRA  
  

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016  NOMOR  30  
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


